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ABSTRAK
Nama       :BESSE SAHRIANA DARTI
NIM : 30600114119
Judul       : PEMERINTAH DAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Merekontruksi
Pasar Tradisional Di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua
Kabupaten Wajo)
Penelitian ini mengkaji tentang Pemerintah dan Penguatan Ekonomi
masyarakat dalam praktinya terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam Merekontruksi
Pasar Tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran
pemerintah daerah dalam merekontruksi pasar tradisional, serta ingin mengetahui
dampak secara ekonomi masyarakat pasca rekontruksi di pasar tradisional di
Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif
untuk penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. Penelitian
yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data Melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan yaitu teori
pemerintah, teori pasar, teori ekonomi kerakyatan dan teori kebijakan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: yaitu (1) Kebijakan Pemerintah,
Melalui itu pemerintah Kabupaten Wajo mengeluarkan Peraturan daerah Kabupaten
Wajo Pasal 1 no.17 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar Tradisional. (2) Peran
Pemerintah, Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas
pengelolaan pasar tradisional perlu mengupayakan langkah-langkah penanganan
terhadap masalah pasar tradisional tersebut untuk memperbaiki citra pasar tradisional
dimata masyarakat, (3) Rekontruksi, Rekontruksi dilakukan pemerintah agar kota
menjadi bersih dan tertata rapi, Oleh karena itu rekontruksi harus menggunakan
konsep matang dengan mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi baik
pemerintah, masyarakat umum, serta pedagang kaki lima itu sendiri, karena
pemberian, kebijakan yang tidak terencana dengan baik maka pedagang kaki lima
yang akan menjadi korban kebijakan pemerintah. (4) Dampak dari segi ekonomi
masyarakat adalah pendapatan  yang dihasilkan oleh para pedagang mengalami
peningkatan dari sebelumnya, meskipun ada pro dan kontra yang terjadi pada
terjadinya rekontruksi pasar tradisional.
Implikasi penelitian ini diharapkan pemerintah daerah sebaiknya
memaksimalkan perhatiannya terhadap sarana dan prasarana di pasar tradisional atau
bisa juga dengan melakukan rekontruksi di pasar tradisional agar keberadaan pasar







A. Latar Belakang 
Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan bisa lepas 
dari perekonomian karena hal ini merupakan salah satu fitrah manusia dalam 
menjalankan kehidupannya. Pasar tradisional menjadi salah satu jantung 
perekonomian masyarakat. Kedudukan pasar tradisional masih tetap penting dan 
menyatu dalam kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih 
membutuhkan pasar tradisional dalam mencari pendapatan dan juga kebutuhan 
dalam transaksi jual beli. Pesatnya pembangunan pasar modern dirasakan oleh 
banyak pihak berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional.
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Perkembangan pasar di Indonesia semakin luas seiring dengan perkembangan 
ekonominya. Menurut klasifikasinya, saat ini pasar dapat dibedakan menjadi dua 
yaitu, pasar modern dan pasar tradisional. Akan tetapi perkembangan pasar 
modern di Indonesia meningkat lebih pesat dari pada pasar tradisionalnya. 
Pembangunan pasar modern yang berkembang pesat, dirasakan oleh banyak pihak 




Ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi yang dikontrol, diatur dan 
diarahkan oleh pasar itu sendiri. Peraturan dalam produksi dan distribusi barang 
dipercayakan kepada mekanisme mengatur diri sendiri (self relugating 
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mechanism). Sistem ekonomi ini menganggap pasar sebagai tempat penyediaan 




Perdagangan muncul dari usaha untuk mencari barang di luar batas wilayah. 
Jika suatu komunitas manusia tidak pernah melakukan perdagangan eksternal 
sama sekali, maka tidak perlu munculnya pasar. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, 
pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, sedangkan 
sebagai pusat kebudayaan merupakan sarana tempat terjadinya interaksi antara 
warga masyarakat sebagai tempat pembauran dan pusat informasi.
4
 Hal ini 
sebagaimana firman Allah swt,QS. al-Baqarah/2:261sebagai berikut:
 
Terjemahnya: 
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.Dan Allah 
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
5
 
Ayat ini turun, sebagaimana di sebut-sebut dalam sekian riwayat, 
menyangkur kedermawanan Utsman Ibn Affan dan Abdurrahman Ibn Auf ra. 
yang akan datang membawa harta mereka untuk membiayai peperangan Tabuk. 
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Bahwa ayat ini turun menyangkut mereka, bukanlah berarti bahwa ia akan janji 
Ilahi terhadap setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus. Di sisi lain, 
walaupun ayat ini berbicara tentang kasus yang terjadi pada masa Nabi 
Muhammad SAW, sedangkan ayat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim as. Yang 
jarak waktu kejadiannya berselang ribuan tahun, dari segi penempatan urutan 
ayatnya, ditemukan keserasian yang mengagumkan. Ayat ini berpesan kepada 
yang berpunya agar tidak merasa berat membantu karena apa yang di nafkahkan 
akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Perumpamaan keadaan yang 
sangat mengagumkan dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan 
tulus di jalan Allah serupadengan keadaan yang sangat mengagumkan dari 
seorang petani yang menabur butir benih. Sebutir benih yang ditanamnya 
menumbuhkan tujuh butir, dan pada setiap butir terdapat seratus biji.
6
 
Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli ditandai 
dengan adanya transaksi atau tawar menawar antara si penjual dan pembeli secara 
langsung. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting 
bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung 
kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit. Menjadi pedagang di pasar 
tradisional merupakan alternatif pekerjaan ditengah banyaknya pengangguran di 
Indonesia. Pasar tradisional biasanya terhubung dengan toko-toko kecil di dusun 
dusun sebagai tempat kulakan. Pasar tradisional di pedesaan juga terhubung 
dengan pasar tradisional di perkotaan yang biasa menjadi sentral kulakan bagi 
pedagang pasar-pasar pedesaan di sekitarnya. Pasar tradisional merupakan 
                                                             
6
M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah , Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran 





penggerak ekonomi masyarakat. Pasar tradisional juga mampu meningkatkan 
kesejahteraan sosial bagi para pelakunya.
7
  
 Ciri- ciri pasar tradisional yaitu : Dikelola oleh pemerintah kota, terdiri dari 
unit-unit usaha kecil yang dimiliki oleh perseorangan, terjadinya proses tawar- 
menawar, harga relative lebih murah. Sedangkan ciri-ciri pasar modern yaitu: 
Dikelola oleh suatu perusahaan grup, bangunan permanen umumnya dilengkapi 
dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, kebersihan dan kenyamanan lebih 
diutamakan, interaksi antara penjual dan pembeli terbatas.
8
 
Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting  dalam 
kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat 
bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk 
berinteraksi sosial, bahkan Pasar tradisional juga mampu meningkatkan 
kesejahteraan sosial bagi para pelakunya. Keberadaan pasar tradisional telah ada 
sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu. Sebagian besar pasar 
tradisional yang ada di Indonesia merupakan saksi sejarah dan memiliki nilai 
budaya. Saat ini keberadaan pasar tradisional telah mendapat tekanan dari 
pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat dan akan berpengaruh terhadap 
kelangsungan hidup pasar tradisional. Meskipun selama ini pasar tradisional telah 
dapat bertahan selama bertahun-tahun tetapi jika tidak ada perubahan kearah yang 
lebih baik maka pasar tradisional hanya akan menjadi sebuah sejarah. Peran 
perekonomian berskala kecil seperti pedagang pelaku  usaha kecil menengah tidak 
dapat bertahan dalam persaingan pasar tradisional sebagai pilar perekonomian 
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nasional tidak akan mampu mendukung pertumbuhan perekonomian di 
Indonesia.
9




   Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka 
sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan 
sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu 
bersabar? Dan adalah tuhanmu maha melihat”
10
 
 Ayat di atas kembali membantah keberadaan meraka tentang kemanusiaan 
rasul yang mereka nyatakan makan sebagaimana mereka makan dan masuk ke 
pasar untuk mencari nafkah.Sudah banyak sekali Nabi dan.Rasul sebelummu dan 
kami tidak akan mengutus sebelummuseorang rasul pun dari para rasul itu – 
Wahai Nabi Muhammad saw.- melainkan sesungguhnya mereka adalah manusia- 
manusia juga seperti engkau dan karena itu sungguh mereka pun memakan 
makanan dan berjalan pulang pergi di pasar- pasar sebagaimana keadaan 
manusia yang lain. Demikianlah semua keadaan nabi dan rasul dan kami jadikan 
keadaan mereka seperti itu karena memang telah menjadi kebijaksanaan kami 
bahwa sebagian kamu, wahai manusia, menjadi cobaan bagi sebagian yang lain. 
Yang kaya menjadi cobaan bagi yang miskin, demikian juga sebaliknya; Nabi 
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menjadi cobaan bagi umatnya, demikian juga sebaliknya; kaum musyrikin 




Ekstensi pasar tradisional merupakan salah satu indikator yang paling 
nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah, maka dari itu masyarakat 
berharap agar pemerintah sebagai regulator yang seharusnya mampu mewadah 
semua aspirasi yang berkembang tanpa ada yang merasa 
yang dirugikan. Pemerintah diharuskan mampu melindungi dan memberdayakan 
peritel kelas menengah dan kecil karena jumlahnya yang mayoritas, di sisi lain 
peritel besar pun yang telah dan akan beroperasi mempunyai sumbangan dalam 
perekonomian, yaitu selain menyerap tenaga kerja, peritel besar juga ikut 
memberdayakan dan meningkatkan kualitas pemasok setempat yang umumnya 
sebagai pengusaha kecil dan menengah.
12
 
Pasar Tradisional sebagai lokasi perdagangan merupakan salah satu pilar 
perekonomian. Melalui berbagai fungsi dan peran strategis yang dimiliki, pasar 
tradisional menjadi salah satu wadah atau sarana untuk mencapai kesejahteraan 
rakyat Indonesia. Keberadaan Pasar Tradisional sebagai salah satu sarana publik 
yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui itu pemerintah 
Kabupaten Wajo mengeluarkan Peraturan daerah Kabupaten Wajo Pasal 1 no.17 
tahun 2014 tentang pengelolaan pasar Tradisional . Berdasarkan keadaan tersebut, 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Pemerintah Daerah 
Dalam Merekontruksi Pasar Tradisional” 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Peran pemerintah daerah dalam rekontruksi pasar sangat berpengaruh karena 
dengan adanya rekontruksi pasar yang dilakukan penghasilan masyarakat bisa saja 
meningkatkan. 
Sektor perdagangan di Pitumpanua terutama di dukung oleh adanya pasar 
sentral, toko dan warung yang tersebar di seluruh desa/ kelurahan. Pelaku 
perdagangan tidak terbatas  di Pitumpanua saja, namun juga dari Kabupaten 
sekitar, bahkan dari Sulawesi tenggara. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam merekontruksi pasar 
tradisional di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ? 
2. Bagaimana respon masyarakat pasca rekontruksi pasar tradisonal di 
Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ? 
3. Bagaimana dampak secara ekonomi masyarakat pasca rekontruksi pasar 
tradisional Di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ? 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam merekontruksi pasar 
tradisional di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. 
2. Untuk mengetahui respon masyarakat pasca rekontruksi pasar tradisonal di 
Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. 
3. Untuk mengetahui dampak secara ekonomi masyarakat pasca rekontruksi 






E. Kegunaan Penellitian 
1.  Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
kontribusi bagi perkembangan studi ilmu politik dan menambah bahan 
bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran 
pemerintah dalam merekontruksi pasar tradisional di Kelurahan Siwa 
Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo  
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 
masukan bagi pemerintah daerah dalam setiap perumusan dan 
implementasi pemerintah dalam merekontruksi pasar tradisional, 
khususnya yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam 
merekontruksi pasar tradisional di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua 
Kabupaten Wajo 
F. Tinjauan Pustaka 
1. Penelitian ini di lakukan oleh Saifullah Hasan dengan judul: Peran 
Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pembedayaan Pasar Tradisional 
Di Kota Makassar, Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam 
memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional di Kota Makassar 
dari aspek perlindungan hukum pemerintah Kota Makassar telah memiliki 
peraturan daerah nomor 15 tahun 2009, namun dalam pelaksanaannya 
masih kurang optimal, dari segi isi perda tersebut masih perlu diperjelas 
mengenai aturan seperti zonasi pasar tradisional dan pasar modern yang 
masih kurang jelas, selain itu aturan perizinan dan pendirian pasar juga 





toko modern di kota Makassar yang berdampak terhadap keberlansungan 
pasar tradisional. Peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan 
terhadap pasar tradisional masih kurang dalam melakukan pembinaan dan 
pengembangan terhadap pedagang pasar tradisional.  Peran pemerintah 
dalam melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional dikelolah oleh 
perusahaan daerah PD Pasar Makassar Raya dan beberapa pasar lainnya 
yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagai pengembang (swasta) 
masih kurang dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar 
tradisional. Dalam bantuan modal pemerintah memfasilitasi pasar 
tradisional dengan pihak perbankan untuk   bantuan modal yang masih 
sulit dijangkau oleh pedagang kecil. Pengembangan pasar tradisional dan 




 Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada pemerintah hanya 
memfasilitasi masyarakat dengan pihak perbankan namun, pihak 
perbankan mempersulit masyarakat ( pedagang kecil dalam peminjaman 
modal). Sedangkan penelitian saya ingin mengetahui bagaimana peran 
pemerintah daerah dalam merekontruksi pasar tradisional. 
2. Penelitian ini di lakukan oleh Roikhatun Aflaha dengan judul : Peran 
Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di 
Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional 
Perspektif Ekonomi Islam. Peran Pemerintah Daerah merupakan hal 
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mutlak yang menjadi tolak ukur berlangsungnya pembangunan pasar 
tradisional, karena dalam paradigma good governance pemerintah daerah 
punya peran penting dalam membangun daerahnya. Pasar tradisional 
dalam sebuah daerah merupakan sarana yang menjadi tolak ukur dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah kecamatan 
yang jauh dari pusat kota yang perkembangan ekonomi masyarakatnya 
melonjak. Pasar Bumiayu sekarang menjadi pusat perekonomian terbesar 
di Kecamatan Bumiayu. Sebagai penggerak ekonomi masyarakat, maka 
pembenahan untuk sarana dan prasarana Pasar Bumiayu perlu dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah mengingat pengaruhnya terhadap perkembangan 
daerah untuk mengukur pertumbuhan dan dinamika ekonomi masyarakat 
di Kecamatan Bumiayu.  
Hasil penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bumiayu melalui 
pasar tradisional sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Peran 
tersebut dilakukan melalui pertama, penciptaan jaminan sosial dengan 
menyediakan barang swasta dan barang publik yang pengalokasiannya 
dilakukan secara efisien. Kedua, keseimbangan sosial dengan 
mengalokasikan dana untuk pengelolaan dan pengembangan Pasar 





aktivitas ekonomi yang ada di Pasar Bumiayu. Namun, perannya sebagai 
pengatur hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.
14
 
Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada pemerintah lebih 
mengedepankan pembenahan untuk sarana dan prasarana sebagai 
penggerak ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian saya pemerintah 
daerah lebih menekankan bagaimana cara merekontruksi pasar tradisional 
untuk  kesejahteraan masyarakat.  
3. Penelitian ini di lakukan oleh Eka Yan Rosmawati dengan judul 
:Pengaruh Keberadaan Pasar Tradisional Terhadap Kesejahteraan 
Pedagang Dampaknya Pada Retribusi Pasar, Berdasarkan studi awal 
yang dilakukan oleh penulis di Pasar Tradisional Prapatan di temukan 
bahwa banyak sekali pengaruh pasar tradisional untuk masyarakat luas. 
Contohnya saja jika pasar tradisional ini dikelola dengan baik maka 
memberikan dampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup para 
pedagang serta memberikan kontribusi lebih dalam pendapatan asli daerah 
di Kabupaten Majalengka. Tetapi pada kenyataannya pengaruh pasar 
tradisional belum bisa berdampak signifikan bagi kesejahteraan pedagang. 
Serta retribusi pasar yang masih belum terasa oleh para pedagang..
15
 
Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih membahas tentang 
bagaimana pengaruh keberadaan pasar tradisional terhadap kesejahteraan 
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pedagang namun, penelitian saya lebih membahas tentang peran 
pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi masyarakat . 
4. Penelitian ini di lakukan oleh Ummu Sholihah dengan judul: Strategi 
pengembangan Pasar Tradisional dalam meningkatkan kepuasan 
pedagang, Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan analisis yang 
telah dilakukan tentang strategi pengembangan pasar tradisional dalam 
meningkatkan kepuasan pedagang di pasar Kliwon Karanglewas 
Banyumas, Pelaksanaan program pengembangan pasar tradisional yang 
dilakukan Pemerintah Banyumas dalam rangka meningkatkan kepuasan 
pedagang melalui revitalisasi pasar tradisional bertujuan meningkatkan 
daya saing pasar dan mengaktifkan kembali kegiatan pasar tradisional agar 
dapat bersaing dengan pasar modern sehingga bukan hanya meningkatkan 
pendapatan pedagang tapi juga meningkatkan daya saing untuk 
memperluas pangsa pasar, dan tujuan akhir dari program tersebut adalah 
mencapai kesejahteraan pedagang. Revitalisasi tersebut menghasilkan 




Perbedaan dari penelitian ini adalah pemerintah banyumas dalam 
rangka meningkatkan kepuasan pedagang melalui revitalisasi pasar 
tradisional, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada penguatan 
ekonomi masyarakat. 
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5. Penelitian ini di lakukan oleh Ernawati dengan judul: Evaluasi Kebijakan 
Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah 
,Pasar tradisional Plaza Bandar Jaya adalah pasar tradisional terbesar di 
Lampung Tengah. Pasar yang dibangun atas nama pemerintah daerah ini 
belum memiliki peraturan secara khusus dalam pengelolaannya, sehingga 
sampai saat ini pasar ini secara umum diatur oleh Peraturan Presiden 
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar tradisional. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan ini belumlah efektif dalam 
pelaksanaannya, hal ini terlihat dari poin utama dalam kebijakan yang 
belum terlaksana dengan baik. Kebijakan ini pula belum efesien dalam hal 
sumber daya manusia, di mana masih kekurangan tenaga kerja untuk 
mengelola pasar, namun telah efesien dalam hal waktu, hal ini terlihat dari 
berbagai permasalahan yang telah ditangani. Menurut pihak pengelola, 
kebijakan ini belum memenuhi kecukupan, namun masyarakat telah 
merasa tercukupi kebutuhannya dengan keberadaan plaza dan 
pengelolaannya. Kebijakan ini pula mendapat respon yang baik dari 
masyarakat atas dibangunnya plaza ini serta pengelolaanya yang dianggap 
sudah lebih baik dari pada pasar sebelumnya.
17
 
 Perbedaan dari penelitian ini mengevaluasi kebijakan pengelolaan 
pasar tradisional sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada 
rekontruksi pasar tradisional. 
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               BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Teori Pemerintah 
Tinjauan mengenai pemerintah, menjelaskan “sebagai representasi rakyat, 
pemerintah merupakan entitas yang dipandang paling berdaulat karena tidak 
semua organisasi yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi sebagaimana 
organisasi pemerintah dapat disebut entitas pemerintah yang berdaulat.
18
 
Pemerintah sebagai badan atau yang mengurus pemerintahan dalam suatu 
negara. Pemerintah lahir dari hasil perjanjian atau kontrak social yang disepakati 
bersama sebagaimana teori kontrak social J.J. Rosseau. Manji, Adanya 
kesepakatan yang kemudian dikenal dengan sebutan kontrak sosial (social 
contract) tersebut kemudian diberikan kekuasaan legal dengan mekanisme 
beragam seperti yang kita kenal sekarang semisal pemilihan umum yang 
selanjutnya  melahirkan kekuasan dan institusi pemerintahan. Menurut Ndraha 
yang dikutip oleh Erlian mengemukakan bahwa “pemerintahan adalah gejala 
sosial, yang terjadi dalam konteks hubungan antar warga masyarakat secara 
individual maupun secara berkelompok.
19
 Sebagaimana oleh Rasyid Pemerintah 
adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan- kewenangan, 
melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan 
masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka di tempatkan. Peran pemerintah 
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berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri. Ryaas Rasyid 
mengemukakan tugas-tugas pokok pemerintahan: 
1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, 
dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. 
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan 
diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi 
di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. 
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga 
masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi 
keberadaan mereka. 
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-
bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, 
atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: 
membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak 
terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor 
kegiatan yang produktif, dan semacamnya. 
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, 
seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja 
baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan 
lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi 





7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 
lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.
20
 
 Singkatnya tugas-tugas pokok tersebut diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi 
yaitu: Pelayanan (service), Pemberdayaan (empoverment), dan Pembangunan 
(development). Pelayanan akan mebuahkan keadilan dalam masyarakat, dan 
pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.  
Davey  memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, 
antara lain pertama, sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah 
yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan 
dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan 
perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan 
yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan 
ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah 
mereka.Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam 
pengkoordinasiaan, perencanaan, investasi dan tata guna lahan. 
 Kemudian Menurut Ndraha,“fungsi pemerintahan terdapat ada dua 
macam fungsi, yaitu Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayan 
(service), sebagai provider jasa publik yang Baik diprivatisasikan dan layanan 
civil termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan 
melakukan program pemberdayaan”. Dengan demikian, begitu luas tugas dan 
fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang 
sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan 
                                                             
20
Ryas Rasyid. Makna Pemerintahan ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan, (PT. 





sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh 




 Melaui kewenangan otonomi yang dimiliki Pemerintah daerah kota Makassar 
memiliki peraturan daerah nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan 
pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Mengapa perlu untuk 
melindungi dam memberdayakan pasar khususnya pasar tradisional atau juga 
dikenal sebagai pasar rakyat. Karena di dalam pasar tersebut yang banyak terlibat 
adalah para pelaku usaha kecil menengah atau pedagang-pedagang dalam skala 
kecil. Banyak masyarakat menggantungkan penghidupannya dalam pasar 
tradisional. Pemerintah daerah atau kota sebagaimana dalam pasal 12 undang-
undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memiliki urusan wajib 
yang meliputi perlindungan masyarakat, koperasi, usaha kecil, menengah. Secara 
tidak langsung terhadap perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. 
Pemerintah berperan dalam pelaksanaan perlindungan pasar tradisional 
melalui satuan kerja perangkat dinasnya yaitu, Dinas perindustrian, perdagangan, 
dan penanaman modal seperti dalam hal perizinan dan sebagainya. Kemudian, 
dari segi pemberdayaan dalam hal ini melakukan pengelolaan pasar tradisional 
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B. Teori Pasar  
Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, 
Pasar didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa 
yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan 
pembeli menimbulkan transaksi jual-beli. Pasar memegang peran penting dalam 
menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia selain sebagai muara dari produk-
produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat 
berarti bagi masyarakat. Saat ini pasar dikenal dengan adanya pasar tradisional 
dan pasar modern. Keberadaan pasar tradisional sangat besar manfaatnya bagi 
sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tempat pemenuhan kebutuhan 
sehari–hari dan kebutuhan berkala atau kebutuhan sandang dan pangan juga 
sebagai sarana penunjang kemajuan perekonomian Negara. Di pasar tradisional 
terdapat banyak jenis komodiatas yang diperjual-belikan biasanya adalah barang-
barang kebutuhan rumah tangga sepertisayuran,sembako, pakaian dan barang 
kebutuhan sehari hari lainnya.
23
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Artinya : 
Dari Ibnu Umar RA sesungguhnya Rosulullah SAW bersabdasebagian 
kalian tidak boleh membeli atas pembelian sebagian yang lainnya.
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Dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern sesungguhnya tidak 
hanya bersumber dari arsitektur bangunan atau manajemen pngelolaannya, 
melainkan bersumber dari pemaknaan tentang konsepsi pasar sebagai tempat 
berlangsungnya transaksi ekonomi. Konsep tentang pasar dapat dipahami dari 
berbagai perspektif, seperti perspektif ekonomi sosial, budaya, bahkan politik. 
Dalam perspektif ekonomi, konsep tentang pasar (dalam pengertian luas, sebagai 
tempat bertemunya permintaan dan penawaran) terbentuk sebagai salah satu 
implikasi dari proses perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis. Boeke 
merupakan salah satu ahli ekonomi yang mencoba menerangkan fenomena 
terbentuknya pasar dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat 
prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik. Menurutnya, “perbedaan yang 
paling mendasar antara masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik 
terletak dalam hal orientasi kegiatan ekonominya. Masyarakat dalam tingkatan 
prakapitalistik berupaya untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang 
diperolehnya, sedangkan masyarakat dalam tingkatan kapitalistik tinggi berupaya 
untuk mendapatkan laba maksimum.
25
 
Sartradipoera “perbedaan orientasi ekonomi tersebut melahirkan nilai- nilai 
social dan budaya yng membentuk pemahaman terhadap keberadaan pasar dalam 
kedua kategori masyarakat tersebut. Dalam masyarakat kapitalitistik, individu 
secara otonomi menenetukan keputusan bebas. Dalam masyarakat seperti 
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Nilai kolektivitas menjadi pembeda dalam pemahaman tentang konsepsi 
pasar di kalangan masyarakat prakapitalistik dan masyarakat kapitalistik. Bagi 
masyarakat prakapitalistik yang ciri-cirinya tampak dalam kelompok masyarakat 
yang masih berpatokan pada kolektivitas, kegiatan ekonomi yang berlangsung di 
pasar (dalam arti tempat bertemunya penjual dan pembeli) masih sangat diwarnai 
oleh nuansa kultural yang menekankan pentingnya tatap muka, hubungan personal 
antara penjual dan pembeli (yang ditandai oleh loyalitas „langganan‟), serta 
kedekatan hubungan sosial (yang ditandai konsep „tawar-menawar harga‟ dalam 
membeli barang atau konsep „berhutang‟). Karakteristik semacam ini pada 
kenyataannya tidak hanya ditemukan dalam masyarakat perdesaan sebagaimana 
ditesiskan Boeke, tapi juga dalam masyarakat perkotaan, yang bermukim di kota-
kota besar di Indonesia. Ayat tentang jual beli jual beli Q.S al-Baqarah: 2/275 
Sebagai firman Allah swt : 
 ٍَ ٌَ  انهِزي بَب يَأُْكهُٕ ٌَ  َُل  انشِّ ب إُِله  يَقُُٕيٕ ًَ ٌُ  يَتََخبهطُُّ  انهِزي يَقُٕوُ  َك ٍَ  انشهيْطَب ًَسِّ  ِي  َرنِكَ  انْ
ُىْ  ب قَبنُٕا بِأََٓه ًَ ه بَب ِيثْمُ  انْبَْيعُ  إَِ أََحمه  انشِّ َٔ  ُ وَ َٔ  اْنبَْيعَ  َّللاه بَب َحشه ٍْ  انشِّ ًَ ِعظَة   َجبَءُِ  فَ ْٕ ٍْ  َي  ِي
 ِّ َْتََٓى َسبِّ أَْيُشُِ  َسهَفَ  َيب فَهَُّ  فَب ِ  إِنَى َٔ ٍْ  َّللاه َي  فِيَٓب ُْىْ  انُهبسِ  أَْصَحبةُ  فَأُٔنَئِكَ  َعبدَ  َٔ
 ٌَ   27﴾٥۷٢﴿ َخبنُِذٔ
Terjemahnya : 
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“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu 
karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa 
mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 
telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni 
neraka, kekal di dalamnya. 
Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam 
lingkup social masyarakat. Bukan sekedar terjadinya proses jual beli yang 
dipahami dari segi ekonomis belaka, namun terdapat nilai kolektivitas 
(kebersamaan) yang terwujud dalam interaksi sosial masyarakat dari berbagai 
kalangan. Terdapat kedekatan emosional yang ditandai denganproses tawar 
menawar, langganan, bahkan mengutang. Hal ini menandakan adanya keterikatan 
personal dan kepercayaan yang terbangun antara satu sama lain. 
Sebagaimana dalam ketentuan umum ayat 1 pasal 4 dan 5, peraturan daerah 
nomor 15 tahun 2009 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan 
penataan pasar modern di kota  perlindungan adalah segala upaya pemerintah 
daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan 
sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik 
sebagai layaknya suatu usaha. Sedangkan Pemberdayaan adalah segala upaya 
pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu 
usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar 





Poesoro “dalam menjaga keberadaan pasar tradisional sebagai akibat dari 
hadirnya pasar modern, diperlukan pendekatan yang terpadu antara regualsi yang 
melindungi pasar tradisional, dukungan perbaikan infrastruktur, dan modal 
pedagang pasar tradisional.
28
 Penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
1.  “Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan 
pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah, pasar modern, dan 
toko modern. 
2. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, 
higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 
3. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang 
memadai di dalam area bangunan. 
4. Menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan 
angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang 
menuju dan pergi ke pasar. 
5. Kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang 
dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan system pendanaan, 
penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami.
29
 
Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-
DAG/PER/5/2017 Pasal 1 tentang pembangunan dan pengelolaan sarana 
perdagangan : 
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1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait barang/jasa di dalam 
negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan 
hak barang dan/jasa untuk memperoleh imbalan. 
2. Sarana perdagangan adalah saran berupa pasar rakyat, gudang 
nonsistem resi gudang, pusat dan distribusi, untuk mendukung 
kelancaran arus distribusi barang. 
3. Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan 
penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses 
jual beli berbagai jenis barang komsumsi melalui tawar menawar.
30
 
C. Teori Ekonomi Kerakyatan 
Menurut Mubaryo, dalam bukunya yang berjudul : Reformasi Sistem 
Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan), menyatakan bahwa 




Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan 
yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, 
yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan 
ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. 
Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem 
pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (participatory 
development). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan 
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ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam 
pembangunan.  
Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang 
mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana 
seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Dan 




Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang 
mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang 
berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada 
ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan 
mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta 
berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan 
kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.
33
 
Ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem sudah barang tentu 
mempunyai prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem ekonomi 
lainnya. Secara umum para pakar ekonomi belum ada menyebutkan suatu prinsip 
yang utuh yang menyangkut dengan demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara 
prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:  
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1. Prinsip kekeluargaan. dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa 
perekonomian disusun sebagai usaha bersam berdasarkan atas azas kekeluargaan. 
Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN dan BUMS, 
BUMD.  
2. Prinsip keadilan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan 
keadilan dalam masyarakat.  
3. Prinsip pemerataan pendapatan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku 
ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Kalau selam ini pemerintah 
terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi teryata itu hanya semu 
belaka. Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada pemerataan pendapatan. 
Pertumbuhan itu hanya dirasakan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha 
besar, sementara mayoritas masyarakat berbeda pada posisi miskin dan melarat.
34
 
D. Teori Kebijakan 
Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi 
intensif antara para aktor pembuat kebjakan berdasarkan pada fenomena yang 
harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat 
berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, 
Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.35 
Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn memiliki 3 
elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (public policy), pelaku 
kebijakan (policy stakeholders), dan lingkungan kebijakan (policy environment). 
Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai 
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contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka 
juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan 
juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan 
publik itu sendiri. Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata 
hanya melihat pada ketiga elemen itu saja. Namun juga dipengaruhi terhadap 
tahap tahap pembuatannya. Kebijakan memilih dua aspek: 
a. Kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan event yang tunggal dan 
terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan 
pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di 
masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktik kehidupan 
masyarakat, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolir, dan 
asing bagi masyarakat. 
b. Kebijakan adalah suatu respon atau peristiwa yang terjadi, baik untuk 
menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun yang 
menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan 
perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.
36
 
Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk 
mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah 
dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. 
Kebijakan umumnya sebagai landasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
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Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses 
perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat 
dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakuk an, baik oleh individu maupun 
oleh kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan 
yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan 
kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari 
dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan 
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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana lebih 
menekankan pada tiga aspek penting, pertama, pada unit analisis mikro di mana 
satuan yang diteliti dibatasi sedemikian rupa sehingga lebih dapat dijelaskan 
secara terperinci; kedua, penelitian bersifat holistic dalam arti melihat obyek yang 
diteliti secara menyeluruh di dalam sutu kesatuan. Suatu fenomena disini dilihat 
sebagai suatu keseluruhan (wholeness) dari sebuah proses sosial budaya; ketiga, 
penelitian kualitatif cenderung menekankan perbandingan sebagai salah satu 
kekuatan karena perbandingan ini juga yang membuat penelitan kualitatif dapat 




Pendekatan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang berusaha mendeksripsikan dan menginterpretasikan 
sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, 
proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang 
kecenderungan yang tengah berlangsung.
39
 
B. Jenis Data 
Adapun jenis data penelitian ini adalah : 
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1. Data primer (primary data), yaitu data empirik yang diperoleh secara 
langsung dari obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.
40
 
Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 
peneliti dengan pemerintah daerah di Kelurahan Siwa Kecamatan 
Pitumpanua Kabupaten Wajo sebagai objek penelitian, kemudian diperkuat 
dengan jawaban-jawaban wawancara yang mendukung lainnya. 
2. Data Sekunder (secondary data), yaitu data penelitian yang diperoleh 
secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau 
digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, 
tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.
41
 Data sekunder 
dalam penelitian ini di dapatkan dari situs-situs institusi yang resmi 
terutama situs berita online terkait berita pasar tradisional yang dapat 
dijadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, dan juga dari 
referensi buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan 
pembahasan penelitian . 
C. Metode Pengumpulan Data 
  Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi: 
1. Observasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan 
peninjauan secara cermat. Dengan teknik ini, peneliti akan mengamati 
setiap fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dan 
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pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti.
42
 
Oleh karena itu metode observasi ini peneliti gunakan sebagai metode 
sekunder atau pelengkap saja, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk 
memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil 
wawancara dan Observasi yang dilakukan. 
2.  Berupa melihat dan membaca berita-berita tentang pasar tradisional 
dengan jangka waktu yang di tentukan. 
3. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya 
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. 
Wawancara secara garis besar di bagi dua, yakni wawancara terstruktur 
dan wawancara tak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur mirip dengan 
percakapan informal sedangkan wawancara terstruktur sering di sebut 
wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah di tetapkan 




4. Analisis dokumen seperti otoboigrafi, memoar, catatan harian, surat-surat 
pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, buletin 
dan foto-foto. Dokumen-dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana 
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D. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 
  Adapun teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini adalah: 
1. Reduksi Data yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 
banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 
dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan 
semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 
analisis data melalui reduksi data.
45
 Reduksi data dalam penelitian ini yaitu 
memilah-milah jawaban-jawaban hasil wawancara dari Informan karena 
tidak semua hasil uraian informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban 
dalam penelitian ini. 
2. Penyajian Data, Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
men-display-kan data. Dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart 
dan sejenisnya. Dengan men-display-kan data, maka akan memudahkan 
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
46
 
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, langkah ketiga analisis data kualitatif 
menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
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berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo 
a. Sejarah Kabupaten Wajo 
Sebagaimana halnya daerah-daerah di Sulawesi Selatan pada umumnya yang 
berasal dari kerajaan-kerajaan kecil, rasanya kurang lengkap bila tidak membahas 
salah satu kerajaan tertua yaitu Kerajaan Wajo. Pada masa jayanya, Kerajaan Wajo 
meliputi beberapa wilayah seperti Kabupaten Sidrap, Bone dan Soppeng serta seluruh 
wilayah Kabupaten Wajo saat ini. Menurut beberapa sumber, Wajo dibentuk sekitar 
tahun 1300-an oleh tiga pemimpin negeri, yaitu Bentengpola, Talok Tenreng dan 
Tuwa. Ketiga pemimpin negeri yang masing-masing disebut Arung ini sepakat 
membentuk kerajaan bersama yang Dipimpin oleh seorang Arung Matowa. Tahun 
1948 adalah tahun berakhirnya pemerintahan Kerajaan Wajo, ketika pemerintah 
Republik Indonesia menghapuskan kekuasaan raja di daerah.
44
 
 Reruntuhan kerajaan yang nyaris tak berbekas seolah tak mampu 
mengungkap kebesarannya. Bahkan kini hanya tersisa satu komunitas pewaris 
Kerajaan Wajo, yaitu keluarga atau Rumpung Bentengpola. Rumpung Bentengpola 
merupakan komunitas yang menjadi pilar utama Kerajaan Wajo.
45
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Terbentuknya Kabupaten Wajo terdiri dari beberapa fase perkembangan 
masyarakat yang bernama Lampulunge (kampung yang berada didekat Danau 
Lampulung) dan daerah inilah yang menjadi asal mula terjadinya Kerajaan 
Cinnottabi’. Wajo dalam sejarahnya sangat rasional dan dengan kata-kata simpel 
yang sangat sederhana, Jauh sebelum kerajaan wajo ada dan berdiri telah di tuangkan 
dalam lontara sukkuna wajo yang menjadi pendahuluan sebelum Kerajaan Wajo itu 
ada,sejarah wajo sangat rasional dan bukan merupakan fiktif dan karangan legenda 
karena sejarah wajo dalam LSW atau Lontarak Sukkuna Wajo Itu Fakta adanya.
46
 
Dalam sebuah kisah, sekitar abad ke XV mengisahkan bahwa seorang putri 
mahkota Kerajaan Luwu yang bernama We Taddamppalie terpakasa disingkirkan dari 
kerajaannya dikarenakan mengidap penyakit kulit (kusta) yang ditakutkan akan 
menular. We Taddamppalie dihanyutkan (merdeka) yang disebut Cinnottabi’. Putri 
tersebut kemudian membangn rumah di sebuah pohon kayu besar yang memiliki 




Dalam perkembangannya, daerah ini menjadi makmur dan rakyat yang 
semakin bertambah. Namun akhirnya raja-raja dari Tellu Kajurue berinisiatif untuk 
mempersatukan daerah mereka tersebut, mereka akhirnya berkumpul di bawah pohon 
Bajo untuk membicarakan masalah pengangkatan raja yang akan memimpin ketiga 
negara bagian ini. Dalam pertemuan ketiga, raja tersebut menghasilkan perjanjian 
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sistem pemerintahan yang akan mengatur hubungan kekuasaan antara raja, para 
pejabat kerajaan, serta hak-hak kebebasan rakyat berdasarkan yaitu, adat dan hukum 
adat yang lahir dari persetujuan bersama antara raja, penguasa adat dan rakyat. 










         Sumber: wajokab.go.id 
 
b. Kondisi Geografis Kabupaten Wajo 
Kabupaten Wajo dengan ibukota Sengkang terletak dibagian tengah provinsi 
Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari ibukota provinsi, memanjang pada arah 















 Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
 Sebelah Timur : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng
 Sebelah Selatan : Teluk Bone
 Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap.
 Luas wilayahnya adalah 2.506,19 km
2
 atau 4,01% dari luas Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.292 
Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65, 57%).
48
Pada tahun 2014 Kabupaten 
Wajo telah berbagi membagi 14 wilayah kecamatan selanjutnya dari keempat-belas 
wilayah kecamatan di dalamnya terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil yaitu 
secara keseluruhan terbentuk 44 wilayah yang berstatus kelurahan dan 132 wilayah 
yang bestatus Desa. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi 
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu 
relatif kecil, sehingga pemanfaatn sumber-sumber yang ada relatif sama untuk 
menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya. 
Topografi di Kabupaten Wajo mempunyai kemiringan lahan cukup bervariasi 
mulai dari datar, bergelombnag hingga berbukit. Sebagian besar wilayahnya 
tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0-2% luasnya mencapai 212,341 Ha 
                                                             





atau sekitar 84 %, sedangkan lahan datar hingga bergelombnag dengan kemiringan/ 
lereng 3-15% luas 21,116 Ha (8,43%), lahan yang berbukit dengan kemiringan/lereng 
diatas 16-40% luas 13,752 Ha (5,50%) dan kemiringan lahan diatas 40% (bergunung) 
hanya memiliki luas 3,316 Ha (1,32%).
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Secara morfologi, Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan di atas 
permukaan laut (dpl) dengan perincian sebagai berikut : 
1. 0 – 7 meter, luas 57,263 Ha atau sekitar 22,85 % 
 
2. 8 – 25 meter, luas 94,539 Ha atau sekitar 37,72 % 
3. 26 – 100 meter, luas 87,419 Ha atau sekitar 34,90 % 
4. 101 – 500 meter, luas 11,231 Ha atau sekitar 4,50 % dan ketinggian di atas 
500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66 %.
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Kondisi Alam dan tata guna lahan di Kabupaten Wajo secara terdiri atas 
sawah, perkebunan, perumahan, tambak, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi dan lahan 
kosong. Pergeseran pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Wajo secara umum 
belum mengalami perubahan yang cukup drastis hanya beberapa bagian kawasan 
strategis di wilayah perkotaan cepat tumbuh akibat terjadinya peningkatan 
pembangunan jumlah unit perumahan dan pengadaan sarana dan prasarana umum. 
Daerah Pesisir Pantai Kabupaten Wajo terdapat 6 (enam) kecamatan yang merupakan 
wilayah pesisir pantai yaitu :  
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1. Kecamatan Pitumpanua  
2. Kecamatan Keera  
3. Kecamatan Takkalalla  
4. Kecamatan Sajoanging  
5. Kecamatan Penrang  
6. Kecamatan Bola  
Jumlah desa yang masuk dalam 6 kecamatan tersebut adalah 25 Desa yang 
langsung berada di pantai pesisir dan perbatasan dengan laut, dan 42 Desa yang  
berada di daratan. 
Selain potensi daratannya, Kabupaten Wajo juga memiliki potensi sumber 
daya air yang sangat besar. Pada wilayah Kabupaten Wajo terdapat 7 (tujuh) sungai 
yang mengaliri berbagai wilayah kecamatan maupun desa. Sungai-sungai tersebut 
adalah Sungai Bila, Sungai Walanae, Sungai Cenranae, Sungai Gilireng, Sungai 
Siwa, dan Sungai Awo. Selain sungai, di wilayah Kabupaten Wajo terdapat pula 
beberapa danau, yaitu danau Tempe (9445 Ha) sebagai danau terbesar di wilayah 
Wajo, Lapongpakka (1960 Ha), Lampulung (1000 Ha), Buaya (360 Ha), Lapapolo 
(37 Ha), Penrang riawa (25 Ha), Cenranae (24 Ha), Dori'e (6 Ha).Dari segi 
penggunaan, potensi sumber daya air yang besar di Kabupaten Wajo dimanfaatkan 
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Tempe, Sulawesi Selatan, Indonesia 
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Tabel 1: Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo 
No Kecamatan Laki laki Perempuan Jumlah 
1 Sabbangparu 12,019 14,138 26,217 
2 Tempe 29,254 31,906 61,162 
3 Pammana 14,966 16,694 31,660 
4 Bola 9,416 10,386 19,802 
5 Takalla 10,134 11,188 21,322 
6 Sajoanging 9,291 9,784 19,075 
7 Penrang 7,456 8,673 16,129 
8 Majauleng 15,082 17,312 32,294 
9 Tanasitolo 19,073 21,458 40,591 
10 Belawa 15,405 17,080 32,485 
11 Maniangpajo 7,874 8,473 16,347 
12 Gilireng 5,582 5,928 11,510 
13 Keera 11,335 11,576 22,911 
14 Pitumpanua 21,303 21,941 43,244 
     Sumber: BPS Kabupaten Wajo 2014 
Dengan jumlah penduduk yang menembus angka lebih dari tiga ratus ribu 
jiwa, disatu sisi merupakan potensi yang cukup memadai untuk melaksanakan 
program pembangunan diberbagai aspek kehidupan akan tetapi disisi lain dengan 
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tingkat pertumbuhan penduduk yang relative rendah juga sekaligus merupakan 
sebuah persoalan dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya dimiliki. 
c. Karakteristik daerah 
Kabupaten Wajo berada pada ketinggian antara 0.s.d. 500 meter dari atas 
permukaan daerah 3 dimensi yang memiliki sumber daya alam dengan yang terbagi 
atas: 
1. Tanah berbukit/pegunungan (ketinggian 25 s.d 100 meter dpi seluas 7.378 Ha) 
berjejer dari selatan yang di mulai dari Kecamatan Tempe ke Utara memasuki 
Wilayah kecamatan Maniangpajo, Gilireng, keera, dan Pitumpanua. 
Hamparan luas yang merupakan sumber daya hutan berfungsi sebagai 
konservasi dan pengamanan tat guna air yang berkesinambungan. 
2. Tanah daratan rendah (0.s.d 25 meter dpi seluas 205.588 Ha) merupakan 
hamparan lahan persawahan, perkebunan/tegalan pada wilayah Timur, tengah 
dan Barat, 
3. Danau Tempe yang merupakan danau terluas di Provinsi Sulawesi Selatan 
berada di kawasan, Tengah dan Barat, sedangkan sebelah Timur terbentang 
pantai pesisir sepanjang 103 km termasuk kawasan Teluk Bone. Kawasan ini 
merupakan wilayah untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.
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Di samping itu kabupaten Wajo di dukung juga dengan potensi dengan 
sumber air yang cukup besar untuk pengairan air bersih. Baik air tanah maupun 
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pemurkaan yang terdapat di danau dan di sungai-sungai besar seprti sungai Bila, 
Walennai, Gilireng, Cendranai. 
d. Visi dan Misi Kabupaten Wajo 
      Wajo Visi: 
“Mewujudkan Kabupaten Wajo Sebagai Salah Satu Kabupaten Terbaik di 
Sulawesi Selatan Dalam Pelayanan Hak Dasar Masyarakat dan Tata Pemerintahan 
yang Profesional 
Misi: 
1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi kehidupan yang aman, damai, religius 
dan inovatif serta implementasi pemberdayaan masyarakat, 
2. Menguatkan lembaga dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik, 
3. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi berbasis 
ekonomi kerakyatan, 
4. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak dasar 
masyarakat. 
e. Kondisi Sosial Budaya 
Kondisi sosial budaya masyarakat Wajo berkembang subur di tengah- tengah 
masyarakat dengan tetap menjaga nilai- nilai luhur dan menjunjung tinggi budaya 
yang tumbuh di dalam masyarakat, ini dilihat karena masih dilakukannya upacara-
upacara ritual dengan masyarakat yang memegang teguh semangat gotong royong 
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yang menjadi ciri dari masyarakat Kabupaten Wajo. Masyarakat Wajo menghindari 
hiburan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. 
f. Kependudukan 
Berdasarkan data BPS, penduduk  Kabupaten  Wajo  tahun  2014 adalah 
sebanyak 394,789 jiwa yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki 
sebanyak 188,250 jiwa dan peduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 206,539 
jiwa. Berdasarkan data tersebut, sex rasio penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 
2014 sebesar 91,51% dan rata-rata laju pertumbuhan dari tahun 2009 hingga 2014 
sebesr 0,8%. Kepadatan penduduk Kabupaten Wajo sebesar 157 jiwa/km
2
 dan 
hampir 99,13% beragama Islam. 













1 Sabbangparu 137 53 
2 Tempe 38.27 1.53 
3 Pammana 162.1 6.47 
4 Bola 220.13 8.78 
5 Takkalla 179.76 7.17 
6 Sajoanging 167.01 6.66 
7 Penrang 154.9 6.18 
8 Majauleng 225.92 9.01 
9 Tanasitolo 154.6 6.17 
44 
 
10 Belawa 172.3 6.88 
11 Maniangpajo 172.96 7.02 
12 Gilireng 147 5.87 
13 Keera 386.36 14.7 







Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 
 
Dengan jumlah penduduk yang menembus angka lebih dari tiga ratus ribu 
jiwa, disatu sisi merupakan potensi yang cukup memadai untuk melaksanakan 
program pembangunan diberbagai aspek kehidupan akan tetapi disisi lain dengan 
tingkat pertumbuhan penduduk yang relative rendah juga sekaligus merupakan 
sebuah persoalan dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya dimiliki. 
       Tabel 3 :Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo 
N
o Kecamatan Desa Kelurahan 
1 Sabbangparu 12 3 
2 Tempe - 16 
3                     Pammana 13 2 
4 Bola 10 1 
5 Takkalalla 11 2 
6 Sajoanging 6 3 
7 Penrang 9 1 
8 Majauleng 14 4 
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9 Tanasitolo 15 4 
10 Belawa 6 3 
11 Maniangpajo 5 3 
12 Gilireng 8 1 
13 Keera 9 1 
14 Pitumpanua 10 4 
JUMLAH  128  48  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 
Sebagaimana lazimnya yang terjadi di sebagian besar daerah-daerah di 
Sulawesi Selatan yang tak luput dari perkembangan segala aspek, termasuk dalam 
perkembangan dalam wilayah kabupaten, bahwa penggunaan lahan untuk 
pekarangan atau lahan bangunan dan halaman sekitarnya selalu mengalami 
perluasan. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Wajo yang pada saat ini luas lahan 
bangunan yang sudah mencapai 12,036 Hektar atau 15 % dari luas wilayah 
keseluruhan Kabupaten Wajo. 
g. Perekonomian 
 
Potensi sumber-sumber ekonomi yang ada di Kabupaten Wajo masih terus 
ditingkatkan dan dikembangkan untuk kesejahteraan penduduk. Hal itu dapat di lihat 
dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2014 nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Wajo 
mengalami peningkatan sekitar 7, 11% dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2013 
atas harga konstan tahun 2000 juga mengalami peningkatan sebesar 3,72%. Kema 
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kmuran penduduk suatu wilayah dapat digambarkan oleh perolehan PDRB perkapita 
yang ada di wilayah itu. Pada tahun 2014 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku 
di Kabupaten Wajo telah mencapai RP 22,892 juta rupiah atau dengan nilai konstan 
2000 sebesar Rp 8,166 juta rupiah.
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2. Gambaran Umum Kecamatan Pitumpanua 
 
a. Sejarah Kecamatan Pitumpanua 
Pitumpanua adalah salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten 
Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pitumpanua beribukota di Siwa. Siwa adalah 
kota tua yang sudah berabad lamanya. Ia pernah bergabung dengan Kerajaan Luwu 
kemudian bergabung Kerajaan Wajo di bawah pemerintahan Arung Matoa Wajo IV 
La Tadampare Puang rimaggalatung. Pada awal abad ke-20 kembali bergabung ke 
Wajo setelah menggabung ke Bone. Arung Matowa saat itu adalah, Ishaka 
Manggabarani. Dulung pertama di Kota Siwa, Pitumpanua ialah Karaeng Bella, 
Petta Kangkung. 
 Kota ini telah berkembang pesat karena hasil buminya yang cukup kuat yaitu 
cengkeh dan coklat serta empang bandeng/udang. Mercu tanda kota ini ialah sebuah 
Pondok Pesantren yang terseragam indah yang diberi nama Pondok Pesantren Al-
Mubarak, Kelurahan Tobarakka. Lembaga Pendidikan Islam ini didirikan oleh tokoh 
masyarakat Pitumpanua yang dikendalikan langsung oleh Andre Gurutta Haji Ambo 
Dalle bersama muridnya Andre Gurutta Haji Andi Syamsul Bahri selain itu terdapat 
juga Pondok pesantern Al-mu'munin di desa tellesang yang didirikan oleh toko 
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masyarakat sekitar. Di samping itu, pelabuhan BansalaE merupakan andalan 
transportasi laut yang menghubungkan dengan Sulawesi Tenggara dan Indonesia 
bahagian timur. Kota Siwa akan memiliki pasar raya permanen sebagai pusat 
perekonomian modern masyarakat Pitumpanua . Adapun batas wilayah Kecamatan 
Pitumpanua adalah : 
 Utara : Kabupaten Luwu 
 Selatan : Kecamatan Keera 
 Timur : Teluk Bone 
 Barat : Kabupaten Sidrap 
b. Kondisi Geografis 
Kelurahan Siwa terletak di Kecamatan Pitumpanua yang berjumlah 
penduduk ±42.422 jiwa yang berluas wilayah ± 207,13 km². 
                         Tabel 4: Wilayah Desa dan Kelurahan 
No Nama Desa 
1 Abbanderangeng 9 Jauh pandang 17 Mattirowalie 
2 Alelebbae 10 Kaluku 18 Padaloang 
3 Alesilurung 11 Kompong 19 Simpellu 
4 Batu 12 Lacinde 20 Tangkoro 
5 Bau bau 13 Lauwa 21 Tangrongi 
6 Botto tengnga 14 Lompoloang 22 Tellesang 
7 Bulusiwa 15 Lompobulu   









Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 
c. Visi dan Misi Kecamatan  
Visi : 
“Terwujudnya kepuasan masyarakat dengan prinsip melayani sepenuh hati, santun, 
bersih, dan terpercaya (MASSIPA)” 
Misi : 
1. Mewujudkan tertib administrasi pelayanan untuk memberikan kepastian hukum 
dalam proses maupun produk pelayanan sangat wujud, tanggung jawab 
pelaksanaan tugas. 
2. Meningkatkan profesionalisme petugas dan system pelayanan untuk meperoleh 
pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public. 
3. Menjunggung tinggi nilai- nilai akuntabilitas dan integritas serta membangun 
mekanisme control yang partisipatif untuk menumbuhkan pelayanan yang 
bersih dari polusi, korupsi, dan nepotisme . 
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4. Melakukan penilian kinerja pelayanan dan pengukuran indeks kepuasan 
masyarakat, secara periodik .
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d. Bentuk pemerintahan  
1. Pemerintah Kecamatan  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
menegaskan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan  mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas  pembantuan. 
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk  mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan  pelayanan, pemberdayaan dan peran 
serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu 
meningkatkan daya saing dengan  memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan, keistimewaan dan  kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah 
dalam sistem Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
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Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan 
dengan perangkat daerah lainya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk 
mendukung pelaksanaan azaz desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu 
kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural menciptakan stabilitas dalam 
dinamika politik, ekonomi, dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman 
dan ketertiban wilayah  sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat 
dalam rangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama 
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Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 
kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan 
wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan 
dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda 
dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam 
perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan . 
Sementara itu dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 
2005 tentang kelurahan mengemukakan bahwa :
57
  
1. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di 
wilayah Kecamatan.  
2. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati/Walikota melalui Camat ke Gubernur.  
3. Lurah diangkat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.  
4. Syarat-yarat lurah meliputi : 
a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).  
b. Masa kerja minimal 10 tahun.  
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c. Kemampuan tekhnis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami 
keadaan sosial budaya masyarakat setempat. 
Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik 
yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat 
di wilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah di bawah 
kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya 
oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup pelayanan kebutuhan 
dasar masyarakat; seperti pelayanan pembuatan KTP, pencatatan akta tanah, 
pelayanan kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata pembagian air untuk pertanian 
(irigasi) dan sebagainya.  
Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil di bawah 
kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah 
melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-
prinsip efek tivitas, efisiensi, responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali 
dan akuntabilitas. 
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Merekontruksi Pasar Tradisional 
1. Kebijakan Pemerintah 
  Pasar  Tradisional di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua yang 
merupakan milik pemerintah Kabupaten Wajo mempunyai target tersendiri demi 
tercapainya pendapatan daerah yang berimbas pada perbaikan-perbaikan pada pasar 
itu sendiri seperti renovasi dan penataan para pedagang. Perubahan pada dasarnya 
membutuhkan pendapatan dengan biaya besar. Dimana harus adanya keseimbangan 
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antara pendapatan dan pengeluaran sehingga perubahan atau renovasi guna 
memenuhi kehendak kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi di pasar Tradisional  
dapat terlaksana. Adanya relokasi yang di lakukakan di pasar tersebut supaya bisa 
meningkatkan pendapatan daerah, maupun pendapatan masyarakat, karena di ketahui 
rata-rata penghasilan masyarakat sebagian adalah seorang pedagang. 
  Pada dasarnya Pasar Tradisional Siwa memiliki potensi-potensi yang kuat 
untuk dikembangkan demi mempertahankan ke eksistensian pasar itu sendiri, baik 




  Salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam pengembangan Pasar 
Tradisional Siwa adalah masalah sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya 
manusia yang kurang handal dapat menghambat laju pembangunan pengembangan 
Pasar tersebut . Walaupun telah dikeluarkan peraturan untuk bisa menjalankan dan 
dikelolahnya pasar agar bisa berkembang namun selain factor anggaran maka 
organisasi sumber daya manusia sangat perlu diperhatikan, ini terkait karena peranan 
pasar yang saat ini bukan hanya sebagai pasar produksi tempat penjual dan pembeli 
bertransaksi, lebih jauh peranan pasar dalam hal pengelolaan pasar.  
2. Peran Pemerintah  
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
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tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
59
  
Wawancara dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo: 
“Pemerintah daerah sangat memperhatikan pasar- pasar yang ada di  
kabupaten Wajo sebab pasar memiliki dampak yang besar terhadap 
pendapatan daerah dan pendapatan para pedagang yang menggantungkan 
hidupnya dengan berjualan dipasar. Peran pemerintah daerah pada 
dasarnya sudah berperan aktif dalam pengelolaan atau merekontruksi pasar 
yang ada di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ini . 
Hal itu bisa  di saksikan dengan adanya peraturan daerah yang telah di 
keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jadi, kami sebagai pemerintah 
daerah melakukan rekontruksi pasar tradisional siwa demi kesejahteraan 
masyarakat, dan pemerintah daerah telah mengeluarkan biaya sangat besar 
demi perbaikan pasar tersebut karena itu adalah salah satu aset bagi 




Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi 
urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
pelayanan umum, dan daya saing daerah. 
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Pemerintah perlu memikirkan kelangsungan hidup pedagang Pasar 
Tradisonal karena menyangkut hajat hidup banyak keluarga. Pengembangan sektor 
perekonomian rakyat ini perlu menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan sasaran 
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utama pembangunan dalam pemerataan Pasar. pemihakan pemerintah tidak perlu 
diwujudkan dengan cara menghambat pertumbuhan Pasar, namun hal ini dapat 
dilakukan dengan melibatkan pelaku ekonomi golongan ekonomi lemah. Jadi peran 
pemerintah yang utama dalam hal ini adalah alokasi peran pelaku Ekonomi. 
Pemerintah daerah mempunyai peran yaitu : 
a. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Milik 
Usaha Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut bisa 
ditambah, dikurangi, di jual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada 
Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang 
pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya di 
tetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang 
undangan.  
b. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan 
tertentu yang dananya tidak dapat di sediakan dalam satu tahun anggaran. 
Pengaturan tentang dana cadangan daerah di tetapkan dengan peraturan 
pemerintah. 
c. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surklus atau deficit APBD kepada 
menteri dalam negeri dan menteri keuangan setiap semester dalam tahun anggaran 
berjalan. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang 




d. Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan 
perdesaan yang direncanakan dan di bangun menjadi kawasan perkotaan. 
Pemerintah daerah mengikut sertakan masyarakat ssebagai upaya pemberdayaan 




Melalui Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penataan pasar tradisional 
dan pasar modern tersebut adalah sebagai wujud perlindungan hukum bagi 
masyarakat terkait dengan peningkatan kesejahteraan pedagang pasar tradisional dan 
pasar modern sehingga keduanya dapat saling bersinergi dan beritra dengan baik. 
Perlindungan hukum tersebut  merupakan hal yang diperlukan oleh rakyat, khususnya 
pada kerangka negara kesejahteraan, melalui pembuatan peraturan daerah tersebut 
maka pemerintah memberikan perlindungan hukum yang preventif.
63
 
Keberadaan pemerintah daerah pada hakikatnya dimaksudkan untuk 
melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan. maka peranan pemerintah sangat dibutuhkan, tidak hanya diperlukan 
perda-perda yang berpihak kepada pengelola pasar tetapi bagaimana komitmen 
pemerintah untuk bisa memberikan jaminan terhadap masyarakat dapat 
melaksanakan aktifitas di pasar Tradisional. 
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Keberadaan Pasar, khususnya yang tradisional Merupakan salah satu 
indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Keberadaan 
Pasar Tradisional sebagai salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan 
ekonomi masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab secara 
langsung atas pengelolaan pasar tradisional perlu mengupayakan langkah-langkah 
penanganan terhadap masalah-masalah pasar tradisional tersebut untuk memperbaiki 
citra pasar tradisional dimata masyarakat. Agar masyarakat lebih nyaman dan aman 
dalam berbelanja di pasar tradisional tersebut.
64
 
Kabupaten Wajo menetapkan undang- undang peraturan daerah tentang 
pengelolaan pasar, dalam peraturan daerah ini yang di maksud adalah : 
1. Daerah adalah Kabupaten Wajo. 
2. Kordinator pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang di tunjuk sebagai 
penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing. 
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan pasar di 
kabupaten wajo atau di sebut dengan nama lain mempunyai tugas pokok dan 
fungsi menangani pengelolaan pasar tradisional.  
4. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang atau jasa secara 
teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk 
tempat- tempat umum yang di peruntukan dan di fungsikan sebagai pasar yang 
di tetapkan oleh bupati. 
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5. Pasar tradisional daerah yang selanjutnya di sebut daerah adalah pasar yang 
didirikan, dimiliki dan dikuasai/ atau di kelola oleh pemerintah daerah.  
6. Pengelolaan pasar adalah perencanaan, penataan, pelaksanaan, dan 
pengendalian pasar. 
7. Dinas adalah Dinas perdagangan dan pengelolaan pasar Kabupaten Wajo atau 
yang di sebut dengan nama lain yang mempunyai tugas pokok  dan fungsi 
menangani pengelolaan pasar daerah. 
8. Pedagang adalah orang/ badan yang melakukan kegiatan penjualan barang dan 
jasa di dalam pasar dan atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat 
berdagang di lokasi tertentu yang telah di tetapkan. 
9. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 
10. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang di miliki, di kuasai dan/ atau di 
kelola oleh pemerintah daerah.
65
  
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Narasumber: 
 “Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap jalannya aktifitas 
pasar. Dan pemerintah daerah juga selalu mengupayakan yang terbaik untuk 
para pedagang supaya senyaman mungkin menempati pasar tersebut. Di sisi 
lain pemerintah juga sering terjun langsung ke pasar untuk mendengarkan 
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Dari hasil wawancara tersebut dengan adanya pemerintah daerah yang 
bertanggung jawab dalam  rekontruksi pasar tradisional pedagang mulai merasa ada 
perubahan setelah adanya rekontruksi pasar yang di lakukan oleh pemerintah baik 
dari pembangunan, sarana, prasarana maupun penghasilan para pedagang. 
Pengelolaan pasar yang kurang baik akan membuat pendapatan menurun, dan 
sebaliknya jika pasar di kelola dengan baik maka pendapatan akan naik meski tidak 
berselisih jauh. 
 Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan 
kesejahteraan masyarakat daerah, yang meliputi kegiatan berikut. 
1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, 
serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 
11. Melestarikan lingkungan hidup. 
12. Mengelola administrasi kependudukan. 
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13. Melestarikan nilai sosial budaya. 
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan 
kewenangannya. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh narasumber: 
“Pemerintah daerah telah mengeluarkan dana yang sangat besar agar demi   
pembangunan pasar tradisional demi kelangsungan para pedagang yang 




Sebagian besar masyarakat masih bergantung dengan keberadaan pasar 
tradisional. Terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, masih 
menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan untuk melakukan aktivitas jual beli. 
Seperti dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun seiring dengan 
perkembangan zaman yang begitu pesat dan kebutuhan masyarakat konsumen yang 
semakin kompleks keberadaan pasar tradisional kini mengalami ancaman yang begitu 
besar. Salah satu pesaing pasar tradisional yang menjadi ancaman bagi pasar 
tradisional yaitu adanya pasar modern. Pasar tradisional terus mengalami penurunan 
di tengah pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat peran pemerintah Indonesia 
terhadap pasar sendiri sudah biasa di lihat dari adanya penjelasan tentang pasar, yang 
di definisikan sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 
satu baik yang disebut dengan pusat perbelanjaan,  pasar tradisional, pertokoan, mall, 
plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Sedangkan pasar tradisional 
adalah pasar yang di bangun dan di kelolah oleh pemerintah, pemerintah daerah, 
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Sebagaimana yang dinyatakan oleh Narasumber: 
“Pada tahun 2001 terjadi kebakaran yang cukup di pasar ini, semua kios-kios 
habis terbakar, dan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi para 
pedagang, dan mengakibatkan pedagang harus berjualan untuk semntara 
waktu, tidak lama kemudian pedagang kembali membangun lapak sementara 




Adanya aturan yang di buat oleh pemerintah tentang pengelolaannya 
menunjukan bahwa pasar merupakan salah satu lembaga paling penting dalam 
institusi ekonomi. Adapun aktivitas penjualan dan pembelian sangat mempengaruhi 
berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi. Sayangnya, saat ini pasar 
tradisional telah menjadi perhatian banyak pihak, terutama setelah pemerintah 
mencanangkan program revitalisasi pasar tradisional. Kementrian perdagangan 
misalnya, pada tahun 2011 telah menganggarkan Rp 505 Miliar untuk program 
refitalisasi pasar di seluruh Indonesia.
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3. Relokasi Pasar Tradisional 
  Relokasi dapat diartikan yakni penataan ulang tempat yang baru dengan 
pemindahan dari tempat lama ketempat yang baru. Dalam relokasi adanya obyek dan 
subyek yang terkena pajak dalam perencanaan dan pembangunan lokasi.
71
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Relokasi dilakukan pemerintah agar kota menjadi bersih dan tertata rapi, 
namun disisi lain para pedagang kaki lima menginginkan tempat-tempat yang 
ditawari sebagai pengganti tersebut sepi dari pengunjung. Oleh karena itu relokasi 
harus menggunakan konsep matang dengan mempertimbangkan segala aspek yang 
mempengaruhi baik pemerintah, masyarakat umum, serta pedagang kaki lima itu 
sendiri, karena pemberian kebijakan yang tidak terencana dengan baik maka 
pedagang kaki lima yang akan menjadi korban kebijakan pemerintah.
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Yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan relokasi yaitu:  
1. Pendekatan interaktif kepada masyarakat atau pedagang yang terkena relokasi  
dalam rangka menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut. 
Pembentukan forum diskusi warga untuk menggali respon, aspirasi dan peran 
serta warga dalam proyek tersebut. 
2. Dan kegiatan forum diskusi ini harus dilaksanakan mulai dari proses 
perencanaan sampai pada pelaksanaannya.  
3. Hal yang dibicarakan dalam forum diskusi ini seperti kesepakatan besarnya 
kompensasi, penyusunan jadwal kepindahan dan sebagainya.
73
 
Hasil wawancara dengan narasumber yaitu: 
 “Relokasi pasar ini bertujuan untuk penataan ruang disekitar Pasar. 
Pemindahan lokasi pasar ke tempat yang lebih strategis ini supaya dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan dan daya tampung pedagang serta pembeli. 
Peningkatan daya tampung tersebut diharapkan membantu para pedagang 
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Relokasi merupakan upaya yang dilematis bagi pemerintah. Disatu sisi 
menginginkan agar kotanya bersih dan tertata rapi, namun disisi lain para pedagang 
kaki lima menginginkan tempat-tempat yang ditawari sebagai pengganti tersebut sepi 
dari pengunjung. Untuk itu relokasi harus menggunakan konsep matang dengan 
mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi baik pemerintah, masyarakat 
umum,serta pedagang kaki lima itu sendiri, karena pemberian kebijakan yang tidak 
terencana dengan baik maka pedagang kaki lima yang akan menjadi korban kebijakan 
pemerintah.  
Keberadaan pasar tradisional merupakan wadah bagi masyarakat sebagai 
pelaku utama pembangunan dalam bidang perdagangan dan memberi peluang usaha 
yang luas bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Kedudukan pasar 
tradisional tersebut mendapat pembinaan dan perlindungan dari pemerintah melalui 
berbagai peraturan perundang undangan. Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 mengatur bahwa 
“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.
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Sebagaimana yang dinyatakan oleh Narasumber: 
“Pemerintah daerah mempunyai strategi untuk merelokasi pasar tradisional 
yang lebih baik dan untuk mengembangkan pendapatan daerah dan demi 
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kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat dan berbagai upaya yang di 
tempuh pemerintah daerah supaya masyarakat bisa menikmati pasar yang 
lebih layak. Di ketahui bahwa pasar yang ada di Kelurahan Siwa Kecamatan 
Pitumpanua ini sudah lama terbengkalai akibat terjadinya kebakaran sejak 
tahun 2001 dan akhir tahun 2018 pasar tersebut baru bisa rampung. Di 
ketahui bahwa akibat dari terbengkalainya pembangunan pasar tersebut 




Dari hasil wawancara tersebut Pasar yang ada di Kelurahan Siwa Kecamatan 
Pitumpanua di ketahui mengalami penghambatan pembangunan diakibatkan karna 
terhambatnya dana yang di kelola oleh pemerintah setelah melewatkan 3 masa 
periode pencalonan dan pemerintah telah berperan maksimal dalam pengelolaan  
pasar tradisional. 
Hasil wawancara dengan Narasumber yaitu : 
“Dengan adanya relokasi yang dilakukan pemerintah itu sudah tepat, karena 
ini Siwa termasuk kota besar karena berada di pusat Kecamatan Pitumpanua, 
Lagi pula pemerintah itu sudah memberi tempat bagi para pedagang. 
Meskipun ada pro dan kontra yang terjadi di para pedagang terkhusus lapak 




Pasar tradisional itu tempat jual beli barang atau tempat bertemunya penjual 
dan pembeli lebih dari satu, baik yang disebut pasar tradisional maupun pusat 
perbelanjaan, perdagangan, pertokoan atau pun yang lainnya. Pasar tradisional ini di 
bangun oleh pemerintah daerah atau usaha milik daerah, dengan ini pemerintah 
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merelokasi pasar tradisional untuk mengembangkan pendapatan daerah yang lebih 
baik lagi.78 
C. Respon Masyarakat Pasca Rekontruksi Pasar Tradisional di Kelurahan 
Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo 
  Berbagai macam tanggapan dari elemen-elemen masyarakat turut serta 
mempengaruhi kebijakan dari relokasi pasar Tradisional Kelurahan Siwa , dan yang 
juga tidak ketinggalan adalah pengaruh dari konsumen atau pembeli. Keberadaan 
pasar ini awalnya diterima oleh masyarakat dan terbukti dari besarnya jumlah 
pekerjaan masyarakat di kelurahan ini yang menjadi pedagang.  
Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 
Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, 
los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya 
masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses 
jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
79
.  
Pasar tradisional memiliki kelebihan positif bagi perkembangan perekonomian 
dan masyarakat:  
1. Dalam aktivitas ekonomi, berupa transaksi; antara penjual dan pembeli bisa 
melakukan transaksi langsung dengan pembelinya. 
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2. Terjadi proses interaksi sosial yang berpengaruh pada keputusan dan kepuasan 
antara penjual dan pembeli. 
3.  Dari segi lokasi, pasar tradisional letaknya selalu berdekatan dengan pemukiman 
penduduk. Ketiga hal tersebut tidak dijumpai di pasar modern. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Narasumber: 
 “Setelah adanya rekontruksi atau perbaikan pasar yang di lakukan oleh 
pemerintah daerah peningkatan atau penghasilan pedagang sudah mulai 
membaik, setelah ber tahun tahun lamanya pasar ini terbengkalai baik dari 
struktur, sararan dan prasarananya, yang dulunya pedagang cuman 
berjualan di bahu jalan .padahal di ketahui pasar ini adalah salah satu pasar 
besar yang ada di Kabupaten Wajo. Diketahui bahwa penghasilan sebagian 
besar masyarakat Kelurahan Siwa adalah seorang pedagang. Dan keluhan 
para pedagang akhirnya terealisasi tentang kondisi bangunan pasar yang 




 Sebagaimana yang dinyatakan oleh Narasumber: 
 “Para pedagang tidak mengalami penurunan pendapatan karena minimnya 
pembeli walaupun ada sebagian pedagang yang merasakan pendapatannya 
turun. Para pedagang yang merasa pendapatannya berkurang hanya 




Dari hasil wawancara tersebut Dalam pandangan masyarakat pedagang 
dengan adanya relokasi pasar ke tempat yang lebih baik lagi dari sebelumnya itu 
merupakan suatu alasan supaya tempat untuk berdagang lebih layak, bersih, nyaman 
dan aman. Pedagang berharap dengan adanya relokasi pasar, penjualan meningkat 
dari sebelumnya. Terkadang pedagang merasa takut untuk direlokasi, yang ditakutkan 
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oleh pedagang ini adalah akan kehilangan pelanggan dan banyak persaingan dalam 
berdagang. 
Perekonomian pasar adalah suatu alokasi sumber daya ditentukan oleh 
produksi, penjualan, dan keputusan pembelian yang dibuat oleh badan usaha dan 
rumah tangga yang bertindak sebagai reaksi atas informasi pasar berupa harga dan 
laba. Ahli ekonomi membedakan dua jenis pasar dimana perusahaan menjual barang 
dan jasa. Dan faktor produksi bahwa rumah tangga menjual faktor produksi yang 
dimilikinya. Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi secara otomatis. 




Sebagaimana yang dinyatakan oleh Narasumber: 
“Selanjutnya dari segi bangunan dan lokasi, Pasar Tradisional telah mengalami 
perkembangan yang pesat. Kini Pasar Tradisional telah mengalami relokasi dan 
memiliki bangunan permanen. Sejak tahun 2002-2018 Pasar Tradisional tiap 
tahun mengalami peningkatan dari segi bangunan dan bertambahnya pedagang 




 Dari hasil wawancara para pedagang menilai bahwa Pemerintah sudah 
berhasil membangun atau merekontruksi kembali pasar ini setelah terjadinya 
kebakaran. Karena memang pemerintah wajib memperhatikan masyarakat- 
masyarakat kecil khususnya bagi para pedagang. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Narasumber: 
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“Memang di akui oleh semua para pedagang yang sudah berdagang sejak dulu, 
bahwa pendapatan dahulu setelah terjadinya kebakaran dengan pendapatan 
yang sekarang memang berbeda, karena dulu para pembeli berdatangan mulai 
dari Sulawesi Tenggara, dari Kabupaten Luwu datang langsung berbelanja di 
pasar ini dan menjual hasil buminya. karena memang dulu pasar ini termasuk 
salah satu pasar yang terbesar yang ada di Kabupaten Wajo. Harapan 





Dengan demikian Pasar Tradisional tidak hanya berperan penting dalam 
menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan pedagang di Indonesia namun juga 
memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk 
memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya baik dengan memasarkan produknya 
secara langsung di Pasar Tradisional maupun melalui perantara pemasok atau agen. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Narasumber: 
“Pedagang mengakui keberhasilan pengelolaan kebersihan dan rekontruksi 
pasar yang di lakukan oleh pemerintah daerah. Pasar terlihat sudah cukup 
bersih, dan tertatah rapi. Tempat berjualan di atur sesuai dengan jenis 
jualannya.dan kami juga pernah berbincang langsung dengan pak gubernur 
beliau mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat setempat perihal 
kondisi pasar. Masyarakat meyakini, jika Nurdin Abdullah selaku Gubernur 
terpilih mampu memberikan terobosan bagus bagi kondisi pasar sebagaimana 




Secara umum dampak keberadaan dan perkembangan Pasar Tradisional Di 
Kelurahan Siwa sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan sekitarnya 
serta memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Wajo akan 
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lebih meningkatkan pendapatan daerah dan kedepannya tentu akan menjadi salah satu 
potensi pembangunan daerah.  
D. Dampak Secara Ekonomi Masyarakat Setelah Terjadinya Rekontruksi 
Pasar tradisional yang diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan 
pembeli maupun pembeli dengan pembeli memiliki peran strategis dalam 
pembangunan daerah khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Di 
Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo menjadi salah satu mesin 
pertumbuhan ekonomi daerah, dimana segenap potensi ekonomi ril masyarakat 
tumbuh dan bergerak di dalam pasar. 
Keberadaan pasar di Kelurahan Siwa sebagai pasar tradisional memberikan 
dampak dari segi ekonomi karena berperan dalam membuka lapangan kerja secara 
luas dan menciptakan pendapatan bagi sebagian pekerja pendapatan rendah. Sehingga 
implikasinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi 
kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan. Upaya pendapatan pun dilakukan 
dengan kerja keras untuk efektifitas pengelolaan retribusi karena masih konvensional 
dan sistem berjalan. Sebagai salah satu roda pemerintahan di Kelurahan Siwa dengan 
menambah pendapatan daerah, pasar yang menyediakan kebutuhan harian membuat 
masyarakat jauh lebih diuntungkan karena mereka dapat memenuhi kebutuhan 
dengan mudah dan terjangkau dalam waktu yang singkat. 
Pasar tradisional memiliki kelebihan positif bagi perkembangan 
perekonomian dan masyarakat: Yang pertama, dalam aktivitas ekonomi, berupa 
transaksi; antara penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi langsung dengan 
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pembelinya. Kedua, terjadi proses interaksi sosial yang berpengaruh pada keputusan 
dan kepuasan antara penjual dan pembeli. Ketiga, dari segi lokasi, pasar tradisional 
letaknya selalu berdekatan dengan pemukiman penduduk. Ketiga hal tersebut tidak 
dijumpai di pasar modern.
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Foto sebelum dan sesudah terjadinya rekontruksi pasar 
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  Namun secara umum dampak perkembangan pasar tradisional berpengaruh 
terhadap kehidupan masyarakat serta memberi kontribusi bagi pertumbuhan 
perekonomian di Kelurahan Siwa. Sistem perekonomian di Kecamatan Pitumpanua 
akan lebih meningkat dengan dibangunnya Pasar Tradisional, dan juga menjadi salah 
satu potensi bagi pembangunan di Kecamatan Pitumpanua. 
    Meski terjadi pro dan kontra para pedagang terhadap terjadinya rekontruksi 
pasar tradisional dimana harga los atau ruko yang di tawarkan oleh pemerintah daerah 
terlalu berat bagi sebagian para pedagang, sehingga para pedagang kecil lebih 
memilih mendirikan tenda dengan tiang bambu. 
  Pasar Tradisional Siwa dengan luas lahan 14.057 M2 atau 1,4 Hektar. 
Bangunan Pasar Siwa ini menampung 586 pedagang. Pasar ini memiliki 3 jenis 
tempat untuk menampung pedagangnya yaitu ruko, kios, dan los. Letak pasar ini juga 
sangat strategis dan mudah dijangkau oleh para pengunjung. Pasar ini salah satu pasar 
pusat jual beli hasil bumi di Kecamatan Pitumpanua, di Kabupaten Wajo, Pasar Siwa 
menjadi tujuan utama jalur distribusi berbagai jenis komoditas hasil bumi. Dan dana 
yang di keluarkan pemerintah daerah Kabupaten Wajo terhadap pembangunan Pasar 
Tradisional mencapai 5 milyar Rupiah. 
  Di Kabupaten Wajo, Pasar Siwa menjadi tujuan utama jalur distribusi 
berbagai jenis komoditas hasil bumi. Dengan keberagaman jenis komoditas hasil 
bumi yang terdapat pada Pasar Siwa. Namun ditahun 2001 Pasar Siwa Kecamatan 
Pitumpanua mengalami kebakaran yang menghanguskan semua kios dan los yang ada 
di lokasi pasar siwa. 15 tahun telah berlalu kondisi bangunan Pasar Siwa masih 
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sangat memprihatinkan, masih didapati pedagang berjualan di emperan - emperan 
jalan dengan menggunakan tenda terpal dibantu dengan tiang bambu untuk dipakai 
berjualan. Sebelum Pasar Siwa terbakar, setiap pasar (rabu dan minggu) bisa 
mendapatkan uang dari pembeli sebanyak Rp.2 juta perhari tapi setelah itu pembeli 
sangat kurang kalau hari pasar paling tinggi Rp. 500 ribu. 
  Maka Pasar Siwa perlu adanya penataan kembali terkait dengan pembenahan 
dari masalah-masalah yang ada agar pasar tersebut dapat lebih layak dalam 
pengoprasiannya sehingga membuat pengguna Pasar Siwa Kabupaten Wajo tersebut 
dapat dengan nyaman dan aman sehingga pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat 
Siwa dan sekitarnya dapat terpenuhi dengan semestinya. Pasar tradisional dengan 
konsep modern ini juga diharapkan mampu menyediakan fasilitas-fasilitas 
perdagangan demi kelancaran aktifitas perdagangan di Siwa dan sekitarnya, sehingga 
dalam perkembangan selanjutnya Pasar Tradisional Siwa dengan konsep Arsitektur 
Modern ini dapat menjadi icon baru kebanggaan kota siwa. 
Kini Pasar Tradisional telah mengalami rekontruksi  dan memiliki bangunan 
permanen. Sejak tahun 2001-2018 pasar tiap tahun mengalami peningkatan dari segi 
bangunan dan bertambahnya pedagang yang datang memasarkan jualannya di Pasar 








    PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang peran pemerintah 
daerah dalam merekontruksi pasar tradisional di Kelurahan Siwa Kecamatan 
Pitumpanua , maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
1. Pemerintah daerah mempunyai peran aktif seperti melakukan pengawasan  
dalam merekontruksi pasar tradisional yang ada di Kelurahan Siwa Kecamatan 
Pitumpanua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pasar merupakan 
salah satu lembaga paling penting dalam institusi ekonomi. 
2. Dari hasil wawancara para pedagang menilai bahwa Pemerintah sudah berhasil 
membangun atau merekontruksi kembali pasar ini setelah terjadinya kebakaran. 
Karena memang pemerintah wajib memperhatikan masyarakat- masyarakat kecil 
khususnya bagi para pedagang. 
3. Keberadaan pasar di Kelurahan Siwa sebagai pasar tradisional memberikan 
dampak dari segi ekonomi karena berperan dalam membuka lapangan kerja secara 
luas dan menciptakan pendapatan bagi sebagian pekerja pendapatan rendah. Sehingga 
implikasinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi 








1. Pemerintah daerah sebaiknya memaksimalkan perhatiannya terhadap sarana dan 
prasarana di pasar tradisional atau bisa juga dengan melakukan rekontruksi di pasar 
tradisional agar keberadaan pasar tradisional tidak tergerus oleh kehadiran pasar 
modern, sehingga rakyat kecil yang menggantungkan hidup di pasar tradisional tidak 
kehilangan mata pencahariannya sebagai pedagang di pasar tradisional. 
2. Pemerintah daerah dan para pedagang bekerjasama untuk meningkatkan dan 
mengembangkan strategi pengelolaan di pasar tradisional dalam upaya untuk 
mengembangkan daya saing pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar 
modern di masa yang akan datang. 
3. Peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan pasar 
tradisional di Kelurahan Siwa harus dioptimalkan lagi dengan berupaya 
semaksimalnya demi pendapatan daerah, di mana guna mewujudkan cita-cita 
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1 Muh. Erfian S.Sos Staf Kantor Kecamatan
2 Muhammad Sahudi, S.Sos Staf Kantor Kelurahan
3 Andi Ilham,SH Staf Kantor Kecamatan
4 Ibu Ani Pedagang
5 Bapak Mahmud Pedagang
6 Ibu Siti Pedagang
7 Bapak Anto Pedagang
8 Ibu Tini Pedagang
9 Bapak Samsul Pedagang
10. Hj. Husniati Dinas Perindustrian
Kabupaten Wajo
Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Merekontruksi Pasar Tradisional di
Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana dampak secara ekonomi masyarakat pasca rekontruksi Pasar
Tradisional di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo?
3. Bagaimana respon masayarakat pasca rekontruksi Pasar Tradisional di Kelurahan
Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo?
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